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TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

I. UMUM

II.

Penetapan larangan untuk merokok di tempat-tempat
tertentu merupakan kewenangan Negara dalam rangka melindungi
warga Negara dari bahaya ancaman asap rokok dan sebagai upaya
peningkatan derajat kesehatan masyarakat, karena hal tersebut
merupakan hak warga Negara, masyarakat dan lingkungan.

Merokok merupakan suatu kegiatan yang legal, atau
sekurang-kurangnya tidak dilarang. Dengan demikian terdapat
dua kepentingan antara perokok dan masyarakat lingkungannya.
Dalam keadaan yang demikian Pemerintah Daerah wajib mengatur
supaya sebagian dari masyarakat tertentu tidak dirugikan oleh
sebagian masyarakat yang lain dalam melindungi hak masing-
masing. Dalam melakukan pengaturan tersebut haruslah secara
proporsional mengakomodasi kepentingan bagi perokok dan bagi
masyarakat lain yang tidak merokok. Hukum merupakan
mekanisme akomodasi terhadap kepentingan masyarakat secara
adil. Dengan demikian dapat dihindari terjadinya benturan
kepentingan yang menjadi sumber konflik dalam masyarakat
terkait dengan ancaman bahaya terhadap kesehatan.

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2013
tentang Kawasan Tanpa Rokok perlu dilakukan perubahan agar
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas
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